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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Jual Beli (Al-Bai’) 

1. Pengertian Jual Beli 

Pengertian jual beli berasal dari istilah “mutlaq al-mubadalah” 

yang mengandung pengertian saling tukar menukar secara mutlak. 

Dalam pengertian lain terdapat istilah “muqabalah syai’bi syai’” yakni 

tukar menukar terhadap sesuatu dengan sesuatu yang lain.16 Sedangkan 

pengertian jual beli secara istilah terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan jumhur ulama’. Adapun Ulama’ Syafi’i memberikan dua 

definisi jual beli, yakni sebagai berikut: 

1) Saling tukar menukar barang dengan  barang lain dengan cara-

cara tertentu. 

2) Saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu 

yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaaat. 

Pengertian lain dipaparkan oleh madzhab Maliki, Hambali dan 

Hanafi yang mendefinisikan bahwa jual beli merupakan kegiatan saling 

tukar menukar harta dengan harta yang lain sehingga terjadi 

pemindahan hak milik. Jual beli dalam  pengertian ini menekankan 

pada aspek milik dan kepemilikan, sebagai bentuk perbedaan akad  

                                                             
16Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20l7), hal. 63 
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yang didalamnya berisi tukar menukar harta dengan harta yang lain 

yang tidak berakibat pada pemindahan hak milik dan kepemilikan 

seperti halnya akad sewa menyewa. Dengan demikian, harta yang 

dimaksud di sini adalah harta dalam pengertian tidak sempit, berupa 

uang maupun barang.17 

Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan 

di atas, jual beli merupakan kegiatan transaksi yang menyebabkan 

akibat hukum tertentu. Tentang jual beli ini sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Al-qur’an maupun Hadits. Hal ini terdapat dalam surat 

Al-Baqarah ayat 275: 

نَْ مُو  ْيَقوُ  ْلَا بٰوا ْالر ِ نَ ْيأَ كُلوُ  ْْاِْالََّذِي نَ ْيَْْلاَّ ْيَْكَمَا ْالَّذِي  مُ تخََبَّطهُُْقوُ 

ْقاَلُْ ْباِنََّهُم  ْذٰلِكَ ِّۗ ْال مَس ِ ْمِنَ ْاِْو ْ الشَّي طٰنُ ْالْ ا ْالنَّمَا ْمِث لُ بٰواْۘبيَ عُ ر ِ

ْفَْ بٰواِّۗ ْالر ِ مَ ْوَحَرَّ ْال بيَ عَ ُ ْاللّٰه ْمَْوَاحََلَّ ْمَوْ جَْن  ب ِْاۤءَه ْرَّ ن  ْم ِ هْعِظَة 

ْفَلهَ ْفاَن تهَٰى  ِْْٗ ْاللّٰه ْالِىَ رُه ْوَامَ  ْسَلفََِّۗ ْعَادَْْوَِّْْۗمَا ىِٕكَْمَن 
ۤ
ْفاَوُلٰ

نَْ هَاْخٰلِدوُ  ْفيِ  حٰبُْالنَّارِْْۚهُم   اصَ 
 

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena 

gila.Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari 

Tuhanya lalu dia berhenti,maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 

Allah.Barang siapa mengulangi,maka mereka itu penghuni 

neraka, mereka kekal didalamnya.”18 

 

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT 

melarang segala bentuk riba. Sebab, riba akan  mendidik seseorang 

                                                             
17Yazid Afandi, Fikih Muamalah,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53-54 
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahannya, (Jakarta:  CV Darus Sunnah, 2013) 

hal. 48 
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lebih mudah mendapatkan harta dengan sedikit bekerja. Sedangkan 

anjuran dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi 

jual beli dengan beragam aturan di dalamnya, dengan jual beli 

seseorang akan terbiasa berusaha terlebih dahulu untuk memperoleh 

sesuatu. 

Tentang anjuran jual beli, juga dijelaskan dalam  salah  satu  

hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: 

ْ ْعَن  ِ ْاللَّّٰ ْرَسُولَ ْأنََّ ْهُرَي رَةَ ْهَىْأنَْ نَْ-سلموليهْعصلىْاللهْ-أبَىِ

مِْأخَِيهِْ جُلُْعَلىَْسَو  تاَمَْالرَّ  يَس 
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seorang itu menawar 

barang yang ditawar oleh muslim yang lain.”19 

 

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan 

kegiatan saling tukar menukar harta antara satu pihak dnegan pihak 

lainnya atas dasar kerelaan dan terjadi perpindahan hak milik atas harta 

tersebut. Penukaran  harta menggunakan alat tukar yang dibenarkan dan 

diakui secara sah dalam hukum perdagangan. 

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tentang Jual Beli 

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-

bay‘ adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara 

benda dan uang.20 Berdasarkan pasal tersebut, ada dua sistem jual beli 

yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama memakai sistem 

                                                             
19 Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi (Kutubus Sittah), kitab Al Buyu’, Bab Ma Ja-A Fit Tijaroti, 

Hadits nomor 1130. 
20 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 

101. 
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barter sistem ini dipakai bagi orang-orang yang kehidupannya masih 

primitif, karena pada kehidupan masyarakat primitif belum dikenal 

uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada masyarakat modern jual 

beli dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang sesuai 

dengan harga yang disepakati, sedangkan penjual menyerahkan 

sejumlah barang sesuai dengan jumlah yang disepakati.21 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada 

tiga, yaitu :22 

a. Pihak-pihak.  

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri 

atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam perjanjian tersebut. 

b. Objek 

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda 

yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak 

bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 

c. Kesepakatan 

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 

isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. 

3. Fatwa MUI tentang Jual Beli 

DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik 

untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun 

                                                             
21Ibid, hal.102. 
22Ibid, hal. 110. 
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aktivitas bisnis lainnya, namun  belum menetapkan fatwa tentang akad 

jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. 

Dalam Fatwa DSN-MUINO: 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa 

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan  obyek yang dipertukarkan.23 

Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta 

dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad Jual Beli 

boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, 

Serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.24 

Menurut Fatwa DSN-MUI, setiap akad jual beli wajib memenuhi 

rukun dan syarat-syaratnya apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau 

syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para 

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian 

sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

4. Rukun Jual Beli  

Terjadi perbedaan  pendapat para ulama’ dalam menetapkan 

rukun jual beli. Ulama Hanafiyah  menjelaskan rukun  jual beli ada dua, 

yakni ijab dan qabul, didalamnya terjadi penukaran barang atas dasar 

                                                             
23Dewan Syariah Nasiona MUI,Fatwa DSN-MUI, (Jakarta, 2017), hal. 4. 
24Ibid,  hal. 5. 
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ridha, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan.25 

Ijab merupakan suatu ucapan yang disampaikan sebagai syarat 

jual beli, misalnya ucapan “bit’uka (saya jual kepadamu)”, “mallaktuka 

(saya beri kamu hak milik).” Sedangkan qabul seperti ucapan 

“isytaraitu (saya beli),” “tamalaktu (saya jadikan ia hak milikku)” dan 

“qabiltu (saya terima).”26 

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:27 

a Bai’ (penjual) 

b Mustari (pembeli) 

c Shighat (ijab dan qabul) 

d Ma’qud ‘alaih (benda atau barang). 

5. Syarat Jual Beli  

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) macam syarat, yaitu:28 

a Syarat terlaksananya akad (in‘iqad) 

Merupakan syarat yang harus ada dalam akad jual beli, 

artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka jual beli 

dinyatakan batal. Adapun syaratnya terdiri dari penjual dan 

pembeli atau orang yang  tengah  melakukan akad, (aqid), ijab 

dan qabul (sighat), serta objek akad (ma’qud ‘alaih). 

b Syarat sahnya akad 

Syarat sahnya akad dibagi menjadi dua, yakni syarat 

                                                             
25 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah…, hal. 75-76 
26 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), 

hal. 28 
27 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah…, hal. 79 
28 Ibid, hal. 76 
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umum dan khusus, antara lain: 

1) Syarat Umum 

Adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual 

beli yang telah ditetapkan oleh syara’.Diantaranya adalah 

syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.Syarat yang lain 

adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak 

jelasan, pembatasan dengan waktu (tauqit), keterpaksaan, 

penipuan (gharar), kemadharatan, dan hal yang merusak 

lainnya. 

2) Syarat Khusus 

Merupakan syarat yang melekat pada barang yang menjadi 

objek dalam jual beli. Baik penjual maupun pembeli harus 

saling mengetahui objek yang diperjual belikan tersebut, 

misalnya barang dapat diraba, dipegang, diketahui secara 

jelas, harga jelas, dilakukan serah terima sebelum penjual 

maupun pembeli berpisah, terpenuhi seluruh syarat 

penerimaan barang, timbangan harus sepadan dan objek 

yang diperjual belikan menjadi tanggungjawabnya. 

c Syarat terlaksananya akad (nafadz) 

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan akad yaitu: 

1) Benda harus dimiliki oleh orang yang sedang berakad atau 

berkuasa dalam melakukan akad. 
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2) Objek yang dijadikan akad bukan milik orang lain. 

1) Syarat lujum 

Syarat lujum merupakan syarat yang berkaitan dengan 

dua orang yang tengah berakad. Sebenarnya akad ini hanya 

satu, yakni akad jual beli yang dilakukan seseorang harus 

terbebas dari khiyar yang berkaitan dengan kedua belah pihak. 

Hal inilah yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad. 

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara 

lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, 

menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari 

jual beli yang terdapat unsure penipuan (gharar), dan lain 

sebagainya. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya 

akad, maka menjadi batal. 

Jumhur Ulama’ merangkum syarat-syarat dalam akad jual beli 

yang sesuai dengan rukunnya adalah sebagai berikut:29 

a Syarat al-muta’aqidain (dua orang yang berakad/penjual dan  

pembeli). 

1) Berakal 

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang yang 

sedang berakad adalah berakal. Maka jika jual beli 

dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum 

berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama 

                                                             
29Abdul Aziz Muhamad Azam, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah,2010), hal. 220 
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Hanafiyah, jika akad yang dilakukan oleh anak yang telah 

mumayyiz dan membawa keuntungan bagi diri anak 

tersebut, misalnya sedekah, wasiat, hibah maka akadnya 

sah. 

Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi 

dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, 

mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan 

tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan.30 

2) Orang yang berbeda 

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu 

yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. 

Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya 

sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.31 

b Syarat untuk shigat (lafal ijab danqabul) 

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat 

ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut : 

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 

2) Qabul sesuai dengan  ijab 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis 

c Syarat barang yang diperjual belikan 

1) Adanya barang 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia 

                                                             
30 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah…, hal. 76 
31 Wahbah Al-Zuhiali, Al-Fiqhu Al-Islami Wa ‘Adilatuhu, terjemahan Abdul Hayie al-

Kattani et,al Juz V,( Beirut: Dairul-Fikr, 201I), hal. 48. 
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3) Milik seseorang 

4) Waktu penyerahan barang 

d Syarat nilai tukar pengganti atau harga barang 

1) Jumlahnya jelas 

2) Boleh diserahkan pada waktu akad 

3) Bukan barang yang diharamkan. 

6. Timbangan dalam Jual Beli 

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. 

Menimbang (Zawanu sayyia).32 Secara etimologi timbangan disebut 

dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. 

Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas 

dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang 

sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang 

disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah 

satu benda sudah sesuai (banding) beratnnya dengan berat yang 

dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil 

penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. 

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dan takaran dan timbangan 

seperti menjual gula pasir menggunakan takaran atau timbangan, 

menjual beras menggunakan timbangan dengan tujuan supaya jelas 

takaran dan timbangan.Dan supaya tidak ada unsur keraguan pada 

masing-masing pihak. 

                                                             
32Atabaiq Ali, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 

2003), hal. 284 
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Takaran dan timbangan di dalam jual beli harus betul dan benar, 

mengurangi takaran berarti telah melakukan penipuan terhadap diri 

sendiri dan orang lain, kerusakan dan kekurangan timbangan 

dibebankan kepada penjual. Menurut Madzhab Syafi’i, jika barang 

yang dijual terdiri dari barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang 

rusak sebelum diterima barangnya maka barang itu masih milik 

penjual.33 

Melakukan takaran, ukuran, dan timbangan secara benar dan tidak 

menguranginya.Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat 

harus benar-benar diutamakan.Allah swt mengancam kecelakaan 

(neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan 

timbangannya.34 Kecurangan dalam  menukar dan menimbang 

mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an karena praktek seperti itu 

telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga 

menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu 

timbulnya ketidakpercayaan  pembeli terhadap pedagang yang curang. 

Jadi takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian 

kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli adalah 

tanggung jawab penjual, oleh karena itu para pedagang atau penjual 

harus hati-hati dalam menakar dan menimbang lebih baik berlebih 

timbangan atau takarannya dari pada kurang karena melebihkan 

timbangan mendapat pahala di sisi Allah SWT. 

                                                             
33 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islamiyah wa Adollatuhu, (Bairut: Dar al Fikr, 1985), hal. 

445 
34 Usnan, Implementasi Prinsip Ekonomi Islam …, hal. 66 
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Islam mengatur timbang sesuai dalam Al-Qur’an dan Hadis. 

Allah SWT sangat melarang penipuan dalam hal timbangan atau 

takaran yang akan diberikan ganjaran di akhirat. Penipuan dalam hal ini 

termasuk dalam  mengurangi takaran atau  timbangan pada saat proses 

jual beli yang akan merugikan salah satu pihak, sehingga 

penyempurnaan timbangan merupakan hal yang wajib untuk di 

laksanakan dalam jual beli. Di samping melarang berlaku kecurangan 

dalam timbangan Islam  juga menganjurkan untuk melebihkan takaran 

dalam menimbang. Dengan melebihkan takaran dalam timbangan maka 

Allah SWT akan memberikan pahala karena melebihkan timbangan. 

7. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam 

Kebebasan seseorang dalam  melakukan kegiatan ekonomi terikat 

oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits, jual 

beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian 

sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam 

kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam 

jual beli dan di tegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9: 

سِرُواْا طِْوَلَاْتخُ  نَْباِل قِس   انَْي زَْل مِْوَاقَيِ مُواْال وَز 
 

Artinya “Dan Tagakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu,”35 

 

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita 

tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau 

                                                             
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Kiaracondong Bandung: Syamil 

Qur’an, 2012), hal. 285. 
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timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan  hukum yang wajib bagi kita 

untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Sabda Rasulullah 

SAW: 

ْعَن هُْ}ْأَْ ُ ْرَضِيَْاللَّّٰ ْب نِْرَافِعٍ ْرِفاَعَةَ ْصَْْالنَّْنَّْعَن  ْعَليَْ بيَِّ ُ هِْلَّىْاللَّّٰ

يبَُْ؟ْقاَلَْ بِْأطَ  ْال كَس  ْسُئِلَْ:ْأيَُّ ْيدَِهِْبِْلِْجُْعَمَلُْالرَّْْ:وَسَلَّمَ ،ْوَكُلُّ

بيَ عٍْمَب رُورٍْ
حَهُْالْ  ارُْوَصَحَّ ْكِمُ.حَا{ْرَوَاهُْال بزََّ

 

Artinya: Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. 

pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau 

bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-

beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar).36 
 

Hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman  bahwasannya  jual 

beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan 

dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab di akhiran kelak 

dimana setelah mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh 

sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan 

penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT. 

Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi 

pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia.Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang 

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai 

                                                             
36 Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahumullah, Taudhihul Ahkam 

Syarh Bulughul Maram, Kitab al-Buyu’ Hadist No. 660. 
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dengan ukuran, takaran, dan timbanggan menurut ukuran yang 

sebenarnya.37 

 

B. Hasil Hajatan 

Sangat beruntung masyarakat Jawa memiliki tradisi yang bermakna 

memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu-waktu tertentu. 

Dibeberapa daerah ternyata masih terdapat tradisi menyumbang pada 

momentum  khusus dengan penyebutan yang berbeda. Sebagian masyarakat 

di Jawa Timur ada yang menyebutnya mbecek/buwuh dan yang diterima 

oleh pemilik acara adalah Hasil Hajatan. 

Hajatan pernikahan dalam ajaran agama Islam disebut dengan 

walimatul ‘Urs. Walimatul ‘Urs menurut Islam  hukumnya sunnah, 

sehingga pernikahan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai 

tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan dengan 

upacaranya.38 Hasil Hajatan dalam walimatul ‘Urs merupakan bagian dari 

tradisi sumbangan dalam Hajatan pernikahan yang sudah menjadi tradisi 

yang sudah  tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi ini dapat 

dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam.39 

                                                             
37 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, 

hal. 144. 
38Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta:  PT Rineka Cipta, 1992), hal. 

219. 
39Asrizal, Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul 

Islam, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019, Edisi Revisi, Cet.2, hal. 71. 

dalam http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/download/47/63 diakses pada 14 

Oktober 2021 

http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/download/47/63
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Dalam fikih Islam, hajatan pernikahan mengandung makna yang 

umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk 

perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan hajatan pernikahan 

dalam pengertian khusus disebut dengan Walimatul ‘urs yang mengandung 

pengertian peresmian  penikahan yang tujuannya untuk memberitahukan 

kepada khalayak ramai bahwa kedua calon pengantin telah resmi menjadi 

suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya 

pernikahan tersebut.40 

Hasil Hajatan biasa disebut dengan barang oleh-oleh yang berasal dari 

tamu undangan yang membawa berupa beras, gula ataupun uang yang 

diberikan kepada pemilik rumah/pemilik Hajatan. Didalam pemberian ini 

disebutkan juga hibah pemberian hadiah jika seseorang bertujuan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memberikan sesuatu kepada 

orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Sedangkan dalam 

sedekah bertujuan  untuk mencari pahala maka tidak boleh adanya kembali 

dalam bersedekah tersebut.41 

Hasil Hajatan atau hasil sumbang-menyumbang merupakan tradisi 

yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam 

hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. 

Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa 

berupa barang (beras dan mie, minyak goreng, kue kering & basah, gula, 

                                                             
40Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 

hal. 155. 
41 Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, Al- Majmu’ Syarhu Al-

Muhazhab, Juz-16, hal. 277 
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rokok, dan lain sebagainya).42 Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 

ribu sampai dengan tak terhingga, tergantung tingkat kemampuan masing 

masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut dalam 

masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, maka jumlah hasil hajatan 

semakin besar. 

Menurut Muyassarah, hasil Hajatan biasanya 

tetangga/kerabat/undangan datang ke rumah yang punya hajat membawa 

sesuatu dalam ukuran banyak misalnya sesorang membawa satu sak beras 

minim 25 kg, ada yang membawa kelapa 50 buah, telur satu krat, minyak 

goreng 10 kg, gula, krecek krupuk dan lain-lain, bahkan semakin tahun 

bertambah dengan alasan bahwa harga dulu dengan harga sekarang berbeda, 

maka membawanya akan ditambahi.43 

Saiin menegaskan berkaitan dengan hal tersebut, kebiasaan 

masyarakat dalam melaksanakan hajatan pernikahan dilakukan dengan 

disertai tradisi sumbangan dalam hajatan ketika waktu walimah (hiburan) 

terjadi. Wujud dari pemberian sumbangan dalam hajatan, dalam hal ini 

diberikan kepada kedua orang tua mempelai dan kedua pengantin. 

Sumbangan tersebut diwujudkan berupa uang, serta bingkisan kado.44 

Konsep pemberian tersebut dapat dikatakan sesuai pada fenomena tradisi 

                                                             
42 Saiin, Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan, TERAJU: Jurnal 

Syariah Dan Hukum, 1(02), 2019, hal. 67 dalam 

http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/download/47/63 diakses pada 14 Oktober 

2021 
43 Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), 

INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, Desember 2016, hal. 144. 

Dalam https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/ diakses pada 14 Oktober 2021 
44 Saiin, Tradisi Pemberian Sumbangan …, hal. 66. 

http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/download/47/63
https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/
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sumbangan dalam hajatan pernikahan.  

Sumbangan yang pada dasarnya adalah perwujudan gotong royong 

atau saling bantu membantu untuk menolong orang lain dan dilakukan 

secara sukarela. Namun kenyataannya, hal tersbeut mengandung sebuah 

praktik pertukaran sosial di dalamnya. Prestasi yang dipertukarkan berupa 

sumbangan yang diberikan untuk seseorang yang sedang menyelenggarakan 

hajatan. Adanya tradisi yang tujuannya untuk mengembalikan kembali apa 

yang telah diberikan membuat tradisi sumbangan tidak lagi bersifat 

sukarela.  

Mengenai hasil Hajatan ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam 

dalam masyarakat. Baik buruknya hasil Hajatan dapat dilihat sejauh mana 

bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam. Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, hasil Hajatan dari 

sumbangan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan 

sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa hasil Hajatan pernikahan 

baik dan patut dipertahankan, karena mengandung tolong menolong yang 

telah menjadi jati diri masyarakat muslim jawa.45 Dalam tradisi Islam, 

memang tidak disebutkan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari 

pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas 

diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang. 

 

 

                                                             
45 Ibid., hal. 71 
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C. Jual beli dalam perspektif Imam Syafi’i  

Dalam penelitian ini memilih perspektif Imam Syafi’I atau dalam 

pandangan madzab Syafi’I karena Imam Syafi’i merupakan pencetus atau 

pelopor ilmu Ushul Fiqih. Imam Syafi’i merupakan orang pertama yang 

menyusun sebuah buku Ushul Fiqih yang dikenal dengan ar-Risalah. Selain 

itu, perspektif Imam Syafi’I atau pandangan madzab Syafi’I sangat tepat 

diterapkan dalam mengkaji buadaya mu’amalah penduduk Nusantara 

dengan tidak memandang mazhab Imam yang lain salah. Keunggulan 

mazhab Syafi`I dengan  mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari 

segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nass dan ra’yu 

(logika) dalam penetapan. 

Jual beli dalam pandangan Syafi’i merupakan satu bentuk kegiatan 

pertukaran barang antara dua orang yang berakibat pada berpindahnya 

kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam 

kegiatan pertukaran tersebut. Kegiatan pertukaran ini merupakan sebuah 

kebutuhan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah 

Swt. membolehkan segala bentuk pertukaran kecuali yang dilarang oleh 

Rasulnya Muhammad Saw., yang berperan sebagai penjelas dan pengurai 

syariat Allah Swt.46 

Jual beli dalam persepektif Imam Syafi’i dengan jalan melepaskan hak 

milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan  kedua belah 

                                                             
46Agus Fakhrina, Bai’ ‘Īnah dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi’ī, Jurnal Hukum Islam 

(JHI),Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, hal. 25-36. Dalam http://e-

journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/493 diakses pada 14 Oktober 2021 

http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/493
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/493
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pihak.47 Jual beli juga sebagai suatu perbuatan tukar-menukar barang 

dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan.Hal ini karena alasan 

orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa 

menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli 

dapat dikatakan perdagangan. 

Menurut Imam Syafi’i, pada jual beli yang kecil apapun harus 

disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang 

sebenarnya ialah  tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, 

sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan  hadist. Karena itu tersembunyi 

di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah 

(tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.48 

Mazdhab Syafi’iyah memandang takaran atau timbangan merupakan 

bagian dari jual beli dimana dalam  praktiknya hendaknya seorang pedagang 

dan pembeli memperhatikan etika-etika dalam berdagang.Pedagang tidak 

boleh berdusta atau melakukan segala bentuk penipuan kepada pembeli, 

baik berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas barang yang dijualnya. 

Terkhusus dalam hal kuantitas pedagang  tidak boleh mengurangi 

timbangan atau takaran barang yang dijualnya.49 

Mazdhab Syafi’iyah memandang kecurangan menakar dan 

menimbang mendapat perhatian yang khusus dari al-qur’an karena praktek 

                                                             
47 Mas’ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi’i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, 

Jinayat. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000), hal. 22. 
48Ibid, hal. 30. 
49Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Kuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafinfo Persada, 2014), hal.31. 
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seperti ini telah merampas hak orang lain. selain itu, praktek seperti ini juga 

menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu 

timbulnya ketidakpercayaan.50 Disini dapat dipahami bahwa kecurangan 

menakar dan  menimbang menjadi larangan  karena merugikan pembeli atau 

konsumen. 

Salah satu syarat sahnya melakukan takaran pada jual beli yaitu 

berlaku  jujur berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Menurut 

Fakhrina yang diperbolehkan oleh Syāfi’ī adalah jual beli murni yang tidak 

ada unsur rekayasa di dalamnya. Syāfi’ī tidak memperbolehkan menambah 

mengurangi takaran dalam  pengertian jual beli rekayasa tanpa kesepakatan 

antara kedua belah  pihak. Apabila  penambahan  dan pengurangan takaran 

telah disepakati kedua belah  pihak (penjual dan  pembeli), maka hukumnya 

boleh untuk memperoleh keuntungan semata sebagai penghindaran 

pengambilan riba.51 

Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena 

berhubungan erat dengan kegiatan muamalah (jual beli) antara manusia. 

Alat timbangan atau  takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi 

keberlangsungan  suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli untuk 

menentukan berat sebuah benda dan berapa harga yang harus dibayar untuk 

benda tersebut. Allah telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam 

perdagangan (jual beli) hendaklah  melakukan penyempurnaan  takaran dan 

timbangan. 

                                                             
50 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, hal. 167. 
51Agus Fakhrina, Bai’ ‘Īnah…, hal.35 
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Imam Asy-Syafi`i menegaskan, akan haramnya sesuatu jual beli yang 

terdapat tipuan atau juga pengkaburan terhadap suatu ukuran. Menurut 

mazhab Syafi’I, Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui 

syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak.52 

Syarat-syarat yang telah ditetapkan salah satunya adalah barang cukup 

diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, 

melainkan cukup dengan melihat wujud barang yangkasat mata, atau 

menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan 

(pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam gharar.53 

Para ulama Mazhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa berbagai jenis 

barang seperti emas dan perak, ada juga yang berupa makanan, seperti 

gandum, jelai (sya’ir), kurma, dan garam. Atas dasar itu, ‘illat yang 

diperhitungkan dalam menetapkan suatu  harta yang berpotensi riba adalah 

nilai (barang) dan jenis makanan tanpa memperhitungkan unsur takaran atau 

timbangan. Seolah-olah  pembuat Syariat berkata, “Barang berharga atau 

makanan tidak boleh ditukar dengan jenis barang yang sama, kecuali harus 

sepadan.”54 

 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Fauzan tahun 2018 dengan judul 

“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil 

                                                             
52 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah…, hal. 198 
53Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islamiyah …, hal. 66 
54 Linda Khoirun Nisak, Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh 

Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba, Jurnal Qawanin Vol 1, No 1 (2017), hal. 144. Dalam 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/488 diakses pada 12 Oktober 2021 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/488
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Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan 

Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian 

menunjukkan penimbangan hasil pertanian dalam jual beli padi yang 

menggunakan potongan timbangan oleh agen atau pemilik pabrik di 

Desa Sukoharjo tidak sesuai dengan syarat sah jual beli yaitu tidak 

terpenuhinya syarat dalam  ijab qabul dimana salah satu pihak tidak rela 

setelah proses transaksi itu berlangsung. Secara Hukum Ekonomi 

Syariah kebiasaan  masyarakat dalam penimbangan jual beli padi yang 

dilakukan masyarakat Desa Sukoharjo itu dapat dikategorikan kepada 

jual beli yang Fasid. Kebiasaan yang dilakukan dalam penimbangan 

padi dianggap tidak sah karna tidak memenuhi salah  satu syarat sah jual 

beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak.55Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah objek yang diteliti 

penimbangan. Sedangkan  perbedaannya terletak pada fokus penelitian. 

Bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penimbangan hasil pertanian 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firdawati tahun 2020 dengan judul 

“Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan  Dalam Transaksi Jual Beli 

Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu penelitian di Kecamatan 

Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”, Hasil peneilitian menunjukkan 

bahwa praktik penimbangan kelapa sawit terjadi pemotongan sepihak, di 

                                                             
55 Wiwit Fauzan, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil 

Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten 

Lampung Timur), Skripsi IAIN Metro 1439 H/ 2018 M, hal. v. Dalam 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/554/1/SKRIPSI%20WIWIT%20FAUZAN.pdf diakses 

pada 12 Oktober 2021 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/554/1/SKRIPSI%20WIWIT%20FAUZAN.pdf
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mana pihak agen memotong setiap kali timbangan sebanyak 10 kg. 

Kedua, bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pihak agen terpaksa 

dilakukan karena untuk menghindari kerugian. Ketiga, bahwa dalam 

hukum Islam pemotongan timbangan pada dasarnya sangat dilarang, 

apalagi selalu merugikan pihak penjual.56 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah objek yang diteliti 

timbangan dalam  transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu memfokuskan pemotongan nilai pada jumlah 

timbangan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Eko Prasstiyo tahun 2019 dengan 

judul “Tinjauan Hukum Positif  Dan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli Gula Pasir Campuran”. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa: 1) Jual beli yang dilaksanakan di Toko Lestari Desa 

Sumberdadi. merupakan jual beli yang objeknya gula pasir yang mana 

dalam penjualannya, pelaku usaha menjual dengan cara mencampurkan 

gula pasir kualitas yang buruk dengan gula pasir yang memiliki kualitas 

yang bagus. 2) Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Gula 

Pasir Campuran di Toko Lestari di Desa Sumberdadi Bakung Blitar, 

dalam praktiknya pelaku  usaha tidak pernah memberikan  informasi 

asal muasal gula tersebut kepada konsumen, dan jika barang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian maka kepuasan konsumen terhadap 

                                                             
56 Firdawati, Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa 

Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh 

Selatan), Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020, hal. I dalam 

https://123dok.com/document/zk6pv9py-skripsi-diajukan-firdawati-mahasiswa-fakultas-program-

ekonomi-syari.html diakses pada 12 Oktober 2021 

https://123dok.com/document/zk6pv9py-skripsi-diajukan-firdawati-mahasiswa-fakultas-program-ekonomi-syari.html
https://123dok.com/document/zk6pv9py-skripsi-diajukan-firdawati-mahasiswa-fakultas-program-ekonomi-syari.html
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pelaku usaha tidak terpenuhi hak-haknya, 3) Pelaksanaan atau transaksi 

jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam.57P 

ersamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis 

adalah objek yang diteliti praktik jual beli gula pasir. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan Tinjauan 

Hukum Positif dan Hukum Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurrohmah tahun 2018 dengan 

judul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas 

Menurut Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dijelaskan  bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya 

dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah  berat yang 

akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar 

antara 10% sampai 20% atau 1 kg-5 kg tergantung dari berat pokok. Hal 

ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik 

tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan 

menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban 

pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak 

diperbolehkan menurut Hukum  Islam.58 Persamaan penelitian ini 

                                                             
57 Kevin Eko Prasstiyo, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli Gula Pasir Campuran (Studi Kasus di Toko Lestari Desa Sumberdadi Bakung Blitar), Skripsi 

IAIN Tulungagung 2019, hal. iii dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12526/ diakses pada 13 

Oktober 2021 
58 Umi Nurrohmah, Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus), Skripsi UIN Raden Intan Lampung 1439 H/2018 M, hal. 3 dalam 

http://repository.radenintan.ac.id/5009/1/SKRIPSI.pdf diakses pada 13 Oktober 2021 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12526/
http://repository.radenintan.ac.id/5009/1/SKRIPSI.pdf
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dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah berat timbangan. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan 

pengurangan berat timbangan dan Perspektif Hukum Islam. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur’Aini tahun 2018 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem 

Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan 

Tanjung Bintang)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan 

bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli 

dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Dalam jual beli 

dengan sistem demikian  tentu pihak yang paling bawah atau petani 

yang menanggung  kerugian dan ketidakadilan karena harus 

menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem 

potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum 

Islam.59 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh 

penulis adalah potongan timbangan. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu memfokuskan tinjauan hukum Islam dan potongan 

timbangan dalam sistem jual beli getah karet. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan tahun 2019 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual 

Beli Kelapa Sawit studi kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh 

Barat”.Hasil menunjukan penimbangan yang dilakukan oleh pembeli 

                                                             
59 Siti Nur’Aini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual 

Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang), Skripsi UIN 

Raden Intan Lampung 1439 H/2018 M, hal. ii dalam 

http://repository.radenintan.ac.id/3165/1/SKRIPSI_SITI.pdf diakses pada 13 Oktober 2021 
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dengan hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka yang 

merugikan petani sawit tersebut.60 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang disusun oleh penulis adalah praktek penimbangan. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan 

tinjauan hukum Islam dan jual beli kelapa sawit. 

7. Penelitian oleh Asmiyati tahun 2010 dengan  judul “Penimbangan Hasil 

Pertanian di Pasar Argropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon 

Progo Dalam Perspektif Hukum Islam”.Adapun hasilnya adalah ternyata 

ada beberapa alasan adanya pengurangan tersebut. Beberapa alasan yang 

bisa diterima di antaranya adalah (1) Masih ada kotoran yang menempel 

pada barang, (2) Berat barang menyusut karena kadar airnya yang 

berkurang, (3) Barang yang di jual ada yang mempunyai kualitasnya 

bagus/tinggi dan ada yang mempunyai kualitas rendah, dan (4) Untuk 

paten timbangan.61 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

disusun oleh penulis adalah praktek penimbangan. Sedangkan 

perbedaannya adalah  penelitian  terdahulu memfokuskan  hasil 

pertanian dan perspektif hukum Islam. 

Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah menguatkan dan 

menemukan teori baru terkait dengan penimbangan gula hasil Hajatan 

ditinjau dari Fiqih Mazhab Syafi’I karena pada penelitian terdahulu tidak 

                                                             
60Hayatul Ichsan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli 

Kelapa Sawit studi kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat,Skripsi UIN Ar-Banda 

Aceh, 2019.hal. I dalam https://repository.ar-raniry.ac.id/8536/ diakses pada 13 Oktober 2021 
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Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2010, hal. ii dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/5340/ diakses pada 13 Oktober 2021 

https://repository.ar-raniry.ac.id/8536/
http://digilib.uin-suka.ac.id/5340/


37  

 

memfokuskan tinjauan Fiqih Mazhab Syafi’I pada penimbangan gula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Fauzan, membahas penimbangan 

hasil pertanian dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.Penelitian oleh 

Firdawati transaksi jual beli kelapa sawit menurut konsep jual beli. 

Penelitian oleh Nurrohmah dan Nur’Aini yang memfokuskan pada 

Perspektif Hukum Islam. 

 

 

  




